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ABSTRACT

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah salah satu unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan
pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum di dalam ruang
lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh beralamat di J. Tgk. H.
M. Daud Beureueh No. 20 Banda Aceh. Telp 28246/22520, Fax 22145.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sgjak tanggal 12 Februari 2018 s.d 12 April 2018 dan pelaksanaan Praktik
KerjaLapangan (PKL) dimulai pada pukul 08.00 s.d 17.00 WIB.

Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini bertujuan untuk mengetahui fasilitas yang terdapat dalam pelaksanaan pelaporan
kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang K etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
dan Peraturan Perpajakan lainnya.

Fasilitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan terdapat dua macam cara, yaitu:

1. Fasilitas keringanan dalam pel aksanaan pelaporan pajak
2. Fasilitas pembebasan atas pelaporan pajak dengan kriteria tertentu

Data yang digunakan untuk mendukung penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) ini dikumpulkan dari berbagai informasi yaitu
dengan cara studi kepustakaan, observasi, dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak tertentu.

Dalam pel aksanaan pelaporan kewajiban perpajakan yang digolongkan dalam fasilitas keringanan adalah e-filing, e-spt, e-form, dan
e-faktur. Fasilitas pembebasan atau pelaporan yang dikecualikan dari kewgjiban menyampaikan SPT adalah SPT Masa PPh Pasal
21/26 Nihil, SPT Masa PPh pasal 25, SPT Masa PPN KMS ,PPN 1107 PUT dengan memenuhi kriteria tertentu.



